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PENGARUH KEADILAN ORGANISASIONAL PADA PERILAKU RETALIASI
(BALAS DENDAM) DI TEMPAT KERJA

Heru Kurnianto Tjahjono'
Abstract

This study showed that retaliation behavior is an important concept in organizational behavior
domain. However organizational justice perception is an important antecedence to explain
retaliation phenomena at workplace. Based on theory, distributive and procedural justice
are a strong predictor to retaliation behavior. This research is done in Indonesian’s company
where the researcher gathered 148 subjects of full time employees in joint venture company.
Add up the results supported hypothesis partially. In general, the conclusion of this study
explained that the interaction between distributive and procedural justice has strong prediction
to employee’s retaliation in workplace.

Keywords: retaliation, distributive justice and procedural justice

Emosi adalah salah satu bentuk perilaku individu di tempat kerja yang juga berperan menjelaskan
kinerja. Dalam kajian psikologi organisasional, kajian mengenai anteseden dan konsekuensi emosi di
tempat kerja merupakan hal yang penting. Satu hal penting dalam kajian emosi adalah apabila suatu
kebijakan organisasi atau keputusan manajerial mengabaikan nilai-nilai keadilan dapat menyebabkan
emosi karyawan muncul, meliputi rasa dendam, sakit hati dan kemarahan (Greenberg, 1990; Skarlicky,
& Folger, 1997).

Di dalam organisasi, para karyawan memiliki banyak keterbatasan dalam menilai kebijakan-
kebijakan organisasi atas diri mereka. Sebagai contoh kebijakan penggajian, promosi, kebijakan penilaian
kinerja dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan mereka yang diputuskan organisasi
tidak diimbangi dengan informasi yang memadai yang dimiliki oleh anggota organisasi. Mereka cenderung
menilai secara “‘shortcut” karena keterbatasan mereka dalam melakukan penilaian.

Ada dua tipe keadilan yang menjadi fokus penting para karyawan, yaitu keadilan distributif dan
keadilan prosedural. Keadilan distributif berkaitan erat dengan distribusi hasil (Adams; Deutsch; Homann;
Leventhal dalam Colquitt, 2001; Tyler & Blader, 2003) dan telah menjadi pertimbangan fundamental
dalam teori keadilan selama 40 tahun terakhir (Colquitt e a/. 2001). Sedangkan keadilan prosedural
(Thibaut & Walker, 1978) yang menjelaskan bahwa individu tidak hanya mengevaluasi distribusi hasil,
namun juga mengevaluasi prosedur untuk melakukan alokasi tersebut. Selanjutnya kedua jenis keadilan
tersebut sering dibahas dalam berbagai penelitian keadilan organisasional. Kedua jenis keadilan tersebut
merupakan konstruk yang berbeda, namun keduanya memiliki keeratan yang tinggi dan hubungan
keduanya bersifat kompleks (Folger dalam Schminke et al., 1997; Warner et al., 2005).

Adanya persepsi ketidakadilan atau ketidakwajaran yang dilakukan perusahaan berkaitan
dengan keadilan distributif dan keadilan prosedural akan mempengaruhi emosi karyawan. Persepsi
karyawan mengenai ketidakadilan tersebut akan mendorong mereka untuk melakukan balas dendam
terhadap organisasi tempat mereka bekerja (Hollinger & Clark, 1983 dalam Skarlicky, D.P & Folger,
R., 1997). Salah satu bentuk perlawanan karyawan atas ketidakadilan manajerial adalah pencurian,
penundaan pekerjaan, menyebabkan rekan kerja juga menunda pekerjaan, terlambat datang rapat dan
berkerja tidak seharusnya. Kajian perilaku retaliasi merupakan konsekuensi persepsi ketidakadilan
yang dilakukan perusahaan atas kebijakan tertentu, seperti penggajian. Basis utama penelitian retaliasi
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adalah perilaku para karyawan pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan
mengkaji perilaku retaliasi pada salah satu perusahaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi
penelitian Skarlicky dan Folger (1997). Isu replikasi pada penelitian ini adalah isu konteks penelitian
sehingga salah satu tujuan penelitian ini adalah mengkaji aspek konteks. Di samping itu penelitian ini
juga bertujuan menguji fenomena internal karyawan di dalam perusahaan yang menjadi objek kajian ini
dengan model yang diajukan Skarlicky dan Folger (1997).

Pada awal perkembangan teori dan penelitian keadilan organisasional, lebih fokus pada keadilan
distributif, Kajian keadilan memfokuskan diri pada perasaan dan perilaku orang dalam interaksi sosial
yang berasal dari penilaian-penilaian keadilan atas hasil yang mereka peroleh ketika bertransaksi dengan
pihak lain. Menurut Adams (1965) bahwa perhatian utama penelitian tersebut pada teori ketidakadilan
(inequity theory) (Schminke et al., 1 997). Hipotesis yang menunjukkan peran keadilan distributif
yang sangat dominan mendapat dukungan sangat luas. Dalam penelitian eksperimen yang dilakukan
Walster, Walster and Berscheid (1978) menunjukkan bahwa orang merasa paling terpuaskan ketika
hasil yang mereka peroleh terdistribusi secara adil (Tyler & Blader, 2003). Perkembangan kajian keadilan
prosedural berkembang diawali temuan Thibaut dan Walker (1978) yang menjelaskan bahwa individu
tidak hanya melakukan evaluasi terhadap alokasi atau distribusi hasil-hasil (outcomes), namun individu
juga mengevaluasi keadilan prosedural untuk menentukan alokasi tersebut. Seseorang ketika
mendapatkan distribusi hasil-hasil yang tidak menyenangkan, mereka akan mengevaluasi secara lebih
positif ketika mereka yakin prosesnya berjalan adil. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa input
terhadap proses keputusan akan meningkatkan persepsi individu terhadap keadilan prosedural.
Selanjutnya pada era tahun 1980-an, penelitian keadilan organisasional mulai menekankan pada kajian
keadilan prosedural yang berkaitan dengan reaksi terhadap prosedur untuk menemukan model penilaian
keadilan (Lind & Tyler, 1988).

Pembahasan mengenai keadilan distributif berfokus pada keadilan keputusan terhadap hasil-
hasil (Adams; Deutsch; Homann; Leventhal dalam Colquitt, 2001) dan telah menjadi pertimbangan
fundamental dalam teori keadilan selama 40 tahun terakhir (Colquitt e/ al.2001). Pendekatan proporsi
bersama teori deprivasi relatif (Crosby dalam Primeaux ef al., 2003) dan teori kognisi referen (Folger
dalam Primeaux et al., 2003) menghasilkan tiga kriteria atau prinsip penting dalam menilai outcomes.
Pertama adalah prinsip proporsi yang diajukan Adams (dalam Carrel & Dittrich, 1978), keadilan
distributif dapat dicapai ketika penerimaan dan masukan (inputs) dan hasil-hasil sebanding dengan
yang diperoleh rekan kerja. Jika perbandingan atau proporsinya lebih besar atau lebih kecil, maka
karyawan menilai hal tersebut tidak adil. Namun, bila proporsi yang diterima karyawan tersebut lebih
besar, ada kemungkinan hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak dikatakan tidak adil dibandingkan jika
proporsi yang diperoleh karyawan tersebut lebih kecil dari yang seharusnya. Referensi pembanding
menjadi hal penting dalam prinsip proporsi. Menurut Pfeffer (1982) referensi pembanding dari proporsi
tersebut adalah pihak lain atau orang lain yang dipersepsikan oleh karyawan yang bersangkutan, memiliki
posisi yang dapat dibandingkan (similar).

Di samping prinsip proporsi di atas, terdapat beberapa prinsip lainnya seperti prinsip pemerataan
dan prinsip yang mengutamakan kebutuhan (needs). Prinsip pemerataan menekankan pada penilaian
alokasi hasil-hasil kepada semua karyawan atau pihak yang terlibat. Bila prinsip ini digunakan, maka
variasi penerimaan antar karyawan dengan lainnya relatifkecil. Prinsip ketiga adalah prinsip mengutamakan
kebutuhan sebagai pertimbangan untuk di stribusi. Intepretasinya, bahwa seorang karyawan akan
memperoleh bagian sesuai dengan kebutuhannya. Semakin banyak kebutuhannya maka upah yang
diterimanya akan semakin besar. Penelitian mengenai keadilan distributif menunjukkan bahwa persepsi
individual mengenai keadilan terhadap distribusi yang diperolehnya mempengaruhi sikap dan perilaku
mereka (Schminke et al., 1997).

Dalam kajian keadilan distributif, beberapa prinsip-prinsip di dalam teori-teori keadilan distributif
seringkali tidak selaras satu prinsip dengan prinsip lainnya. Sebagai contoh prinsip proporsi tidak sejalan
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dengan prinsip pemerataan. Prinsip proporsi didorong oleh semangat kepentingan pribadi, sedangkan
prinsip pemerataan dan prinsip mengutamakan kebutuhan didorong oleh semangat kebersamaan. Secara
lebih spesifik, permasalahannya adalah bahwa prinsip tersebut juga tidak selaras dengan situasi ataupun
tujuan yang ingin dicapai organisasi. Sebagai contoh prinsip proporsi cocok untuk situasi kompetitif
yang mendorong produktifitas, karena prinsip tersebut dapat menumbuhkan motivasi pada individu
untuk memberikan kontribusi yang besar dengan mengharapkan mendapatkan imbalan yang besar.
Namun dari sisi lain, pendekatan tersebut dinilai terlalu menekankan pada aspek ekonomi dibandingkan
aspek sosial sehingga mengabaikan solidaritas kelompok. Hal lainnya, prinsip proporsi tersebut dapat
menimbulkan kesenjangan dan kembali bertentangan dengan prinsip pemerataan. Oleh karenaitu, untuk
menerapkan prinsip-prinsip tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati. Pertimbangan-
pertimbangan tersebut setidaknya mencakup konteks dan karakteristik dalam diri individu yang menilai
keadilan distributif tersebut, serta tujuan organisasi.

Pada saat perkembangan dinamis teori keadilan distributif, muncul pemikiran tentang penilaian
keadilan prosedural sebagai komplemen yang dinilai tidak dapat terpisahkan dari penilaian keadilan
distributif (Thibaut & Walker 1978). Konsep keadilan prosedural menjelaskan bahwa individu tidak
hanya melakukan evaluasi terhadap alokasi atau distribusi hasil-hasil, namun juga mengevaluasi terhadap
keadilan prosedur untuk menentukan alokasi tersebut. Persepsi keadilan prosedural dijelaskan oleh
dua model, yaitu pertama melalui model kepentingan pribadi (selfinterest) yang diajukan Thibaut dan
Walker (1978) dan model kedua, model nilai kelompok (group value model) yang dikemukakan Lind
dan Tyler (1988)

Model kepentingan pribadi berbasis pada asumsi, bahwa orang berupaya memaksimalkan
keuntungan pribadinya ketika berinteraksi dengan pihak lain dan mengevaluasi prosedur dengan
mempertimbangkan kemampuannya untuk memperoleh hasil-hasil yang diinginkannya. Penilaian seseorang
mengenai keadilan tidak hanya dipengaruhi oleh hasil-hasil apa yang mereka terima sebagai akibat
keputusan tertentu atau keadilan distributif, namun juga pada proses atau bagaimana keputusan tersebut
dibuat (Thibaut dan Walker, 1978). Penckanan pandangan Thibaut dan Walker (dalam Colquitt, 2001)
bahwa prosedur dikatakan adil jika dapat mengakomodasikan kepentingan individu. Permasalahannya
adalah bahwa setiap individu menginginkan kepentingannya dapat diakomodasikan prosedur tersebut,
padahal kepentingan-kepentingan tersebut seringkali berbeda satu dengan lainnya dan tidak jarang
saling bertentangan. Kondisi demikian menyebabkan konflik dan perselisihan (dispute) sehingga salah
satu cara penting adalah menghadirkan pihak ketiga, jika keduanya tidak dapat menyelesaikan masalah
tersebut.

Thibaut dan Walker (dalam Colquitt, 2001) menjelaskan ada dua jenis kontrol, yaitu kontrol
keputusan dan kontrol proses. Kontrol keputusan berkaitan dengan sejauh mana seseorang dapat
menentukan hasil-hasil. Sedangkan kontrol proses atau disebut juga suara (voice) berkaitan dengan
sejauh mana seseorang dapat menentukan hasil-hasil secara tidak langsung dengan memberikan informasi
yang relevan kepada pengambil keputusan.

Berbeda dengan asumsi model kepentingan pribadi, model nilai kelompok menganggap bahwa
individu tidak dapat lepas dari kelompoknya. Salah satu kritik penting yang disampaikan Lind dan
Tyler (1988) terhadap model keadilan prosedural yang dikembangkan Thibaut dan Walker (1978)
adalah bahwa pengembangan konsep keadilan prosedural tidak hanya berbasis pada perselisihan antar
individu sebagai titik tolak pengembangan konsep. Model yang diajukan Lind dan Tyler (1988) dikenal
dengan asumsi model nilai kelompok. Mereka memandang bahwa individu tidak bisa lepas dari
kelompoknya. Secara alamiah terdapat dorongan agarindividu tersebut menjadi bagian dari kelompok.
Sementara itu, proses-proses sosial dan prosedur di dalam interaksi sosial selalu menjadi elemen
kelompok sosial dan masyarakat. Konsekuensi bagi individu-individu tersebut adalah mereka lebih
mengutamakan kebersamaan kelompok daripada kepentingan pribadi. Dalam pandangan Tylerdan
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Blader (2003) asumsi tersebut akan mempengaruhi sikap, nilai dan perilaku dalam berkerja sama pada
organisasi. -

Pada dasarnya, kedua model di atas menjelaskan mengapa keadilan prosedural muncul (Krehbiel
& Cropanzano, 2000; Viswesvaran & Ones, 2002) dan perspektif Lind dan Tyler (1988) cenderung
melengkapi asumsi Thibaut dan Walker (1978). Selanjutnya penilaian keadilan prosedural tersebut
memegang peranan penting menjelaskan reaksi karyawan dalam organisasi berkaitan dengan sikap-
sikap, nilai-nilai dan perilaku mereka (Tyler & Blader, 2003).

Beberapa variabel penting yang menjelaskan perilaku retaliasi adalah keadilan distributif dan
keadilan prosedural (Greenberg, 1990; Skarlicky & Folger, 1997). Apabila keputusan organisasi
dipersepsikan tidak adil atau tidak wajar baik dari sisi distributi maupun prosedurnya akan memicu
emosi karyawan berupa rasa sakit hati dan kemarahan. Mereka akan bertindak melawan organisasi
ketika mereka merasa telah dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh organisasi (Hollinger & Clark, 1983
dalam Skarlicky & Folger, 1997). Lebih jauh lagi, pola hubungan kedua variabel independen akan
dapat menjelaskan perilaku retaliasi. Apabila keadilan distributif dipersepsikan tidak adil dan keadilan
prosedural dinilai lebih adil atau sebaliknya akan membedakan bagaimana karyawan berperilaku. Hal
tersebut terkait dengan derajat sejauhmana karyawan peduli pada distribusi hasil dan proses. Adapun
Hipotesis dalam penelitian ini adalah;

H1: Keadilan distributif berpengaruh pada perilaku retaliasi di dalam organisasi

H2: Keadilan Prosedural berpengaruh pada perilaku retaliasi di dalam organisasi

H3: Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku retaliasi
di dalam organisasi

METODE PENELITIAN
Pengumpulan Data

Survei dilakukan pada karyawan sebuah perusahaan ckspor dengan status penanaman modal
asing (PMA). Total karyawan tetap sebanyak 250 orang digunakan sebagai responden. Total kuesioner
yang dikembalikan responden adalah 148 buah. Dengan demikian tingkat pengembalian kuesioner
(response rate) adalah 59,2%.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Perilaku Retaliasi adalah reaksi negatif yang dilakukan karyawan berkaitan dengan persepsi ketidakadilan
atau ketidakwajaran yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan kebijakan tertentu, dalam hal ini
adalah kebijakan penggajian. Perilaku retaliasi diukur dengan 10 item-item pertanyaan. Skala pengukuran
yang digunakan adalah skala antara (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju.
Keadilan distributif menggambarkan persepsi karyawan mengenai keadilan manajerial berkaitan dengan
penggajian di dalam organisasi tersebut. Pengukuran menggunakan 4 item-item pertanyaan yang
digunakan Colquitt (2001) dengan skala Likert antara (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju.
Keadilan Prosedural menggambarkan persepsi karyawan mengenai keadilan berdasarkan prosedur
yang digunakan pihak manajemen untuk menentukan alokasi penggajian. Pengukuran menggunakan 7
item-item pertanyaan yang digunakan Colquitt (2001) dengan skala Likert antara (1) sangat tidak
setuju sampai (5) sangat setuju.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian data dilakukan dengan CFA (confirmatory factor andlisis). Tujuan pengujian untuk
mengetahui apakan item-item tiap-tiap variable yang digunakan (perilaku retaliasi, keadilan distributif
dan keadilan prosedural) mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Secara empiris hasil
menunjukkan bahwa keseluruhan item valid dengan menggunakan rujukan bahwa besaran tiap item
dalam mengukur variabel di atas 0,5 (Hair et al., 1998).
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Pengujian dilakukan dengan menggunakan Cronbach alpha. Rule of thumb adalah lebih tinggi
dari 0.60 (Sekaran, 2000). Pengujian ini bertujuan untuk melihat derajat konsistensi alat ukur yang
digunakan. Konsistensi tersebut menunjukkan bagaimana masing-masing item berinterrelasi satu dengan
lainnya dalam mengukur suatu konsep atau variabel. Hasil empiris di dalam tabel 1. menunjukkan
keseluruhan item reliabel atau konsisten sebagai alat ukur.

Tabel 1.
Hasil Pengujian Reliabilitas
No Variabel Cronbach’s alpha
1, Keadilan Distributif 0,829
2. Keadilan Prosedural 0,780
3. Perilaku Retaliasi 0,795

Pengujian Hipotesis

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda hirarkikal.
Pengujian dilakukan dalam tiga step, yaitu step pertama memasukkan variabel kontrol meliputi umur
dan lama bekerja, step kedua memasukkan variabel-variabel efek utama meliputi keadilan distributif
dan keadilan prosedural dan step ketiga memasukkan variabel interaksi kedua tipe keadilan tersebut.
Hasil ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2.
Efek Interaksi Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural Pada Perilaku Retaliasi
VARIABEL INDEPENDEN PERILAKU RETALIASI
2

p (AR) p
STEP 1: Variabel Kontrol ns
(umur dan lama kerja)
(AR?)
STEP 2: Efek-efek Utama
Keadilan Distributif -0,169 0,066
Keadilan Prosedural 0.029 0.753
(AK) 0,025
STEP 3: Efek-efek Interaksi
Keadilan Distributif 0,965 0,012
Keadilan Prosedural 0,930 0,003
Interaksi Keadilan Distributif dan Keadilan -1,742 0,002
Prosedural
(ARY) 0,085

Pada langkah pertama hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel kontrol yang meliputi umur
dan lama bekerja tidak memiliki peran yang signifikan dalam model penelitian ini. Pada step kedua,
hasil empiris juga menunjukkan bahwa kedua variabel keadilan organisasional, yaitu keadilan distributif
dan keadilan prosedural tidak berperan secara individual dalam menjelaskan perilaku retaliasi di dalam
organisasi. Dengan demikian hipotesis 1 dan hipotesis 2 tidak mendapat dukungan empiris di dalam
penelitian ini.

Selanjutnya pada step ketiga setelah dimasukkan interaksi antara keadilan distributif dan keadilan
prosedural menunjukkan bahwa interaksi kedua tipe keadilan tersebut berperan signifikan dalam
menjelaskan perilaku retaliasi di dalam organisasi. Secara statistis, peran interaksi kedua tipe keadilan
tersebut signifikan pada derajat signifikansi 0,002. Hasil menunjukkan dukungan pada hipotesis 3.
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Pembahasan _

Hipétesis 1 menunjukkan bahwa keadilan distributiftidak berperan dalam menjelaskan perilaku
retaliasi di dalam organisasi. Hal yang sama pada hipotesis 2 menunjukkan pengaruh keadilan prosedural
juga tidak signifikan dalam menjelaskan perilaku retaliasi di dalam organisasi. Hasil kedua hipotesis di
atas tidak konsisten dengan temuan Skarlicky dan Folger (1997). Temuan mereka menunjukkkan hasil
sebaliknya bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural berpengaruh signifikan pada perilaku
retaliasi di dalam organisasi. Apabila pimpinan atau organisasi mengambil kebijakan yang dipersepsikan
karyawan tidak adil akan menimbulkan perlawanan para karyawan baik secara terang-terangan maupun
secara diam-diam.

Meski demikian, analisis regresi hirarkikal pada step ketigamenunjukkan bahwa interaksi keadilan
distributif dan keadilan prosedural berpengaruh signifikan pada perilaku retaliasi. Apabila para karyawan
di tempat kerja mempersepsikan diri mereka diperlakukan tidak adil atau bahkan dieksploitasi oleh
organisasi maka mereka akan cenderung membalas perlakuan tersebut. Dalam penelitian ini, emosi-
emosi yang ditunjukkan dalam perilaku retaliasi meliputi perilaku untuk turut memberikan citra buruk
organisasi kepada orang lain, membiarkan lingkungan kerja kotor, menggunakan peralatan kantor tanpa
ijin, mengurangi intensitas bekerja baik secara kualitas maupun kuantitas, menciptakan suasana kerja
tidak menyenangkan bagi pihak lain dan menutup-nutupi informasi penting kepada pimpinan.

Berkaitan dengan peran interaksi kedua tipe keadilan yang signifikan pada perilaku retaliasi
menunjukkan adanya pola interaksi tertentu. Mengapa dikatakan pola tertentu? Karena hasil empiris
secara individual masing-masing tipe keadilan justru tidak berpengaruh pada perilaku tersebut. Dengan
demikian dalam kajian ke depan dapat diamati secara lebih spesifik interaksi dengan pola bagaimana
yang berperan dalam menjelaskan perilaku retaliasi. Kajian yang lebih memungkinkan untuk menguji
pola interkasi adalah kajian dengan menggunakan metode eksperimen sehingga dapat disusun suatu
lingkungan artifisial tertentu. Sebagai contoh adalah pengujian pengaruh keadilan distributif dinilai adil
dan keadilan prosedural sebaliknya, situasi keadilan distributif dinilai tidak adil tetapi keadilan prosedural
dinilai adil, saat kedua tipe keadilan tersebut dinilai adil dan ketika kedua tipe keadilan dinilai tidak adil.
Pengujian pada masing-masing situasi spesifik tersebut menggambarkan pola tertentu yang akan dapat
lebih rinci menjelaskan pengaruh kedua tipe keadilan pada perilaku retaliasi di dalam organisasi.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Simpulan

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa perilaku retaliasi di dalam organisasi merupakan
fenomena penting dalam kajian organisasi. Persepsi keadilan distributif dan keadilan prosedural penting
dipertimbangkan dalam menjelaskan perilaku retaliasi yang muncul di dalam organisasi. Apabila
karyawan-karyawan di dalam organisasi mempersepsikan kebijakan manajerial atau organisasi tidak
adil maka akan menimbulkan emosi negatif seperti sakit hati kemarahan dan sangat berpotensi mendorong
pada perilaku melawan atau membalas ketidakadilan tersebut.

Temuan juga menunjukkan bahwa pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural
membentuk pola tertentu. Pola tersebut berpengaruh dalam menjelaskan perilaku retaliasi artinya terdapat
interaksi keadilan distributif dan keadilan prosedural dalam menjelaskan perilaku retaliasi di dalam

organisasi.

Implikasi
Secara teoritis, temuan ini memberikan pemahaman pentingnya situasi tertentu dalam menjelaskan
pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural pada perilaku retaliasi di dalam organisasi. Hal
tersebut memberikan pemahaman bahwa teori tersebut tidak bersifat universal lintas populasi.
Penelitian ke depan penting untuk memahami secara mendalam situasi-situasi tersebut.
Pendekatan penelitian dengan metode cksperimen akan dapat membantu pemahaman pengaruh keadilan
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pada retaliasi dalam berbagai situasi. Dengan metode eksperimen dapat dirancang lingkungan artifisial
sesuai tujuan penelitian.

Berkaitan dengan dunia praktek, manajemen seharusnya lebih hati-hati dalam mengambil
keputusan yang bersifat strategis bagi para karyawannya. Keputusan tersebut akan mempengaruhi
perilaku para karyawan di dalam organisasi tersebut apabila dinilai strategis bagi kepentingan mereka.
Persepsi keadilan karyawan seharusnya menjadi perhatian manajemen dalam mengambil kebijakan-
kebijakan organisasional tersebut.
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